BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No0.210, 2010 KEMENTERIAN PERDAGANGAN. Alat Ukur.
Takar. Timbang.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 08/M-DAG/PER/3/2010
TENTANG

ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA
(UTTP) YANG WAJIB DITERA DAN DITERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib
dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta
Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan
Perlengkapannya (UTTP), perlu mengatur syarat teknis dan
jenis UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang;

b. bahwa pengaturan syarat teknis dan jenis UTTP yang wgjib
ditera dan ditera ulang dilakukan dalam rangka menjamin
kebenaran hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan
sebagal upaya untuk memberikan perlindungan kepada
konsumen dan produsen UTTP;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perdagangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi
Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
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Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3193);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebaga mana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagalmana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
Pemerintahan Provins Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Sebagal Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4744);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4916);
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Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib
dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta
Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan
Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesa
Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3283);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan
Turunan, Satuan Tambahan, dan Satuan Lain Yang Berlaku
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor
17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3351);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Proving, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit
Organisass dan Tugas Eselon | Kementerian Negara
Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;

Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu Il;

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisas Kementerian Negara;

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor
61/MPP/K ep/2/1998 tentang Penyelenggaraan
Kemetrologian sebaga mana telah diubah dengan Keputusan
Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan Nomor
251/MPP/Kep/6/1999;

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor
635/M PP/K ep/10/2004 tentang Tanda Tera;

Peraturan  Menteri Perdagangan Nomor  01/M-
DAG/PER/3/2005 tentang Organisass dan Tata Kerja
Departemen Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 24/M-DA G/PER/6/2009;
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17. Peraturan  Menteri Perdagangan  Nomor  50/M-
DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana
Teknis Metrologi Legal;

18. Peraturan  Menteri Perdagangan Nomor  51/M-
DAG/PER/10/2009 tentang Penilaian Terhadap Unit
Pelaksana Teknis dan Unit Pelaksana Teknis Daerah
Metrologi Legal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG

ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN
PERLENGKAPANNYA (UTTP) YANG WAJIB DITERA
DAN DITERA ULANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

0.

Alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang selanjutnya
disingkat UTTP adalah aat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Alat ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran
kuantitas dan/atau kualitas.

Alat takar adalah adat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran
kuantitas atau penakaran.

Alat timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipaka bagi pengukuran
massa atau penimbangan.

Alat perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipaka sebagai
pelengkap atau tambahan pada aat-alat ukur, takar, atau timbang yang
menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan.

6. Wagjib ditera adalah suatu keharusan bagi UTTP untuk ditera.
7.
8. Bebas dari tera ulang adalah suatu pembebasan dari keharusan bagi UTTP

Wajib ditera ulang adalah suatu keharusan bagi UTTP untuk ditera ulang.

untuk ditera ulang.
Bebas dari tera dan tera ulang adalah suatu pembebasan dari keharusan bagi
UTTP untuk ditera dan ditera ulang.

10.Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan perdagangan.

Pasal 2

(1) UTTP yang digolongkan ke dalam UTTP metrologi legal adalah:

a.  UTTPyang wajib diteradan ditera ulang;
b. UTTPyang wagjib diteradan dapat dibebaskan dari tera ulang; dan
c. UTTP yang dibebaskan dari tera dan tera ulang.
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(2) UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang sebaga mana dimaksud pada ayat
(1) huruf a tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

(1) UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b
harus memenunhi syarat teknis UTTP yang ditetapkan oleh Menteri.

(2) Menteri melimpahkan wewenang penetapan syarat teknis UTTP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal
Perdagangan Dalam Negeri.

(3) UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c harus
memenuhi syarat sebagai berikut:

a. menggunakan satuan Sistem Internasional (Sl) dan berdasarkan desimal;
b. bentuk dan konstruksinya berbedadari UTTP yang wajib ditera; dan
c. dibubuhi tulisan yang cukup jelas sesuai dengan tujuan penggunaannya.
Pasa 4
Syarat teknis UT TP sebaga mana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:
a. persyaratan administras;
b. persyaratan teknis;
C. persyaratan kemetrologian;
d. pemeriksaan dan pengujian; dan
e. pembubuhan tandatera.
Pasal 5

(1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasa 4 huruf a
memuat penjelasan mengena ruang lingkup, penerapan di lapangan,
Identitas, dan persyaratan yang harus dipenuhi UTTP sebelum dilakukan
teradan tera ulang.

(2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memuat
ketentuan karakteristik disain UTTP tanpa membatas pengembangan
teknologi dengan harus memastikan:

a. persyaratan kemetrologian yang terpenuhi;
b. hasil pengukuran yang jelas dan sederhana; dan
c. tidak mudah dilakukan kecurangan.

(3) Persyaratan kemetrologian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c
memuat ketentuan Batas Kesalahan yang Diizinkan (BKD) dari UTTP,
kondis yang harus dipenuhi serta menentukan rentang dan penunjukkan
hasil pengukuran.
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